
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu 

dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan 

selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus 

pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan 

tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu 

mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa 

berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk 

melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.1 

 Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya 

menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-

nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :      

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan 

nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia 

yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 

hukum di Indonesia.”2  

                                                 
1 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189 
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hal 28 
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 Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman 

Sarikat Putra mengatakan,3 bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula 

sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran 

pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. 

 Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada 

berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman 

dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana 

muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah  momentum 

bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari 

akibat-akibat yang tidak diinginkan. 

 Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk 

ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar 

anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat 

menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri 

maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. 

Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, 

mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang 

dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. 

 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap 

kegiatan  masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada 

peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum 

                                                 
3 Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, 

Semarang, 2005. hal 23 
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tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk 

mengatur tingka hlaku manusia dalam kehidupannya.  

 Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan Indonesia. 

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkahlakunya diatur oleh 

hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan 

pemerintah. 

 Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur 

setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-

peraturan yang bersumber dari hukum.  

 Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, 

dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

 Masalah geng motor belakangan ini adalah masalah kenakalan remaja 

yang banyak diperbincangkan di setiap kalangan. Adapun faktor penyebab 

keikutsertaan remaja dalam geng motor terkhususnya di kota Medan adalah faktor 

ketidak harmonisan keluarga, faktor kesetiakawanan antar teman faktor pencarian 

jati diri, dan faktor “tren”, yang dianggap remaja saat ini adalah bentuk 

pertemanan yang paling baik. 

 R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa : “Hukum tidak otonom atau 

tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari 

keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat.Sebagai patokan, hukum dapat 
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menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.Tetapi 

kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum”.4  

 Seperti yang diketahui Tulieus Cicero menyatakan ”ubi societasibi ius 

yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Dengan demikian 

masyarakat dan hukum saling terkait.5 

 Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup 

yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, 

secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. 

Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran 

bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang 

harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam 

masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.  

 Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara 

anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut 

menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan 

peristiwa hukum.6  

 Kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor 

penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. 

Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan 

liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di 

jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang 

menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas bikers juga ikut 

                                                 
4  R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 

2005, hal. 26   
5  Alam, A. S. Dan Ilyas, Amir, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 

2010 
6  Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, 2000, hal. 133   
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meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-

aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan 

kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat 

keamanan.  

 Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat 

ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media 

bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada 

umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecapatan tinggi. Namun, ajang-

ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti 

ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotifasi untuk berprestasi, juga 

sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit 

mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan di 

jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.  

 Di sisi lain masalah kenakalan remaja geng motor ini telah mencapai 

tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang 

dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi 

oleh pemerintah dan Negara.  

 Tindakan yuridis yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para remaja 

yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat 

untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak 

kekerasan dan kekejaman mereka.7 

                                                 
7  Hurlock, Remaja dan Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta,1998   
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 Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

perkelahian kelompok antar Geng Motor digolongkan ke dalam kejahatan 

terhadap ketertiban umum (BAB V Pasal 170 ayat (1) - ayat (2) KUHP).8 

 Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif 

kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif 

kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik 

perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor.  

 Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma 

pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu 

masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah 

anggota masyarakat juga.  

 Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan 

dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan 

semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah 

abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan 

berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah 

perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha 

manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah 

satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam 

masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup 

tersebut.Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari 

bentuk kejahatan itu sendiri.  

                                                 
8  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang 

kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya 

memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu 

kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima 

belas tahun”.  

 Geng motor pada dasarnya tidak memiliki defenisi yang pasti, namun 

penulis mencoba mendefenisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang 

atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya 

mengarah ke hal-hal negatif.  

 Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya 

identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang 

semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka 

lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan 

melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa 

penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai 

melakukan pembunuhan.  

 Terkhusus di Kota Medan, gaya hidup remaja yang semakin beragam 

akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng 

motor yang ada di wilayah Kota Medan. Hal ini tentunya harus segera mendapat 

perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Medan, dari waktu 

ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng 

motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-
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hal tersebut terjadi di wilayah Kota Medan harus segera ditemukan solusi efektif 

guna pemberantasannya.  

 Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan 

apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak 

pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah Teori dari W.A.Bonger yang 

mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah 

kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang 

mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian 

masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih 

komprehensif dan mendalam.  

 Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan 

kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang 

meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya. 

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) 

dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk 

dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor 

tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak 

pidana.  

 Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas geng motor 

merupakan hal yang unik karena walaupun secara umum perbuatan tersebut dicela 

oleh masyarakat tetapi oleh anggota geng motor hal tersebut bukan dipandang 

sebagai perbuatan menyimpang tetapi perbuatan yang menantang adrenalin, 

perbuatan yang lumrah dilakukan dan halal untuk dilakukan menurut mereka 

(anggota geng motor). Fenomena tersebut sangat menarik jika dikaji suatu 
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persepsi anggota geng motor terhadap tindak pidana penganiyaan, karena suatu 

pelaku tidak akan berhenti melakukan kejahatan apabila pelaku tidak menyadari 

bahwa perbuatannya tersebut dicela masyarakat atau perbuatan tersebut betul-

betul perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum. 

 Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok 

pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. 

Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. Perbedaannya 

adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi 

tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan 

kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak 

belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif 

seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. 

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana 

dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang 

pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai.  

 Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang 

melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang 

jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan 

perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control 

orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan 

kejahatan. 

 Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. 

Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak 

tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari 
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kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih 

berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari 

jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat 

memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks 

penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan 

apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah 

secara musyawarah (out of court settlement) tanpa bersentuhan dengan sistem 

peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana 

positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.9 

 Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif 

untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-

tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna Terwujudnya stabilitas 

dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.  

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap 

Fungsi Patroli Polresta Medan Dalam Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan 

Oleh Geng Motor Di Kota Medan”. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

1. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan 

operasi terhadap praktek-praktek kehajatan geng motor yang dilakukan di 

Wilayah Polresta Medan. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik 
                                                 

9 http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/ geng – motor – dari – segi – sosiologi -  
dan.html. Diakses tanggal 07 Maret pukul 19:45  
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dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian 

itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan sangat 

menarik apabila dilakukan pembahasan, terutama untuk melihat 

bagaimana sebenarnya citra kepolisian itu sendiri di dalam memberantas 

praktek-praktek geng motor itu sendiri 

2. Penulis merasa tertarik karena masalah kejahatan geng motor yang juga 

merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah 

yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin 

membahas lebih mendalam lagi 

3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah 

yang sangat mempengaruhi  kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga 

melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk 

dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh 

penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

 Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam  menyelesaikan 

skripsi ini, batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas 

Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor dan penanggulangannya serta sanksinya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. 
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I.4. Perumusan Masalah 

 Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan 

yang sesuai dengan judul yang diajukan. 

 Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang 

dilakukan oleh geng motor di Kota Medan ? 

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka 

menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan ?  

 

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi 

ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan 

nantinya. 

 Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan 

pokok penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan 

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. 

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya 

kedudukan dan peranan penyidik Polri dalama hal mencegah dan 

memberantas kejahatan geng motor 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



  

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dari 

dikenakan sebuah perbuatan tersebut disebut kejahatan geng motor 

 Selain tujuan terdapat juga manfaat dari penulisan karya ilmiah ini 

adalah sebagai pandangan kepada masyarakat dan penegak hukum tentang 

penanggulangan tindak pidana kejahatan geng motor 
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